
Menimbang : 

BUPATI PfNRANG 
PROVINS] SULAWESI SE!..A.TAN 

PERAnJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR � 1):\"� aoas 

TENT ANG 

IND!KATOR KABUPAT!i:N !..A.YAK ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANO. 

a. bahwa setiap anak mempunyar hak hid up, tumbuh, 
bcrkembang dan berpartislpasi eecara wajar sesuai 
dengan harkat dan mart.a.bat kemanusiaan, serta 
mendapat perlmdungan dari kekerasan dan 
diskriminasi; 

b. bahwa perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah 
yang terencana menyeluruh dan 

,. 

Mengingat : 

berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak 
a.nak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
den berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan; 

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebag.aimana 
dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu 
menetapkan Pcraturan Bupati tentang lndikator 
Kabupaten Layak Anak. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
{Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Repulik 
Indonesia Nomor 1822); 

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
KeseJahteraan Anak (Lemba.ran Negara Republik 
11\clonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lernliaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 



3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asaa1 Manuaia {Lembara.n Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235), seba.gaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Repubhk lndoneara Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidrkan Nasional (Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang·Undang Hukum Pldana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 
6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6842); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Unqllllpn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'4 ii()! I 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.l'J!lfblik 
rndcnesra Nomor 5234) sebagaimana telah �bah\ 



beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 680 I); 
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Pemdilan Pidana Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5332); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebqaima.na telah diubah beberapa kali terakhsr 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961; 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan den 

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1355); 
12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Pinrang t{omor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun.t.n Jangka 
• 

Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2009 Nomor 11; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 l 
Nomor 4); 1 



14. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pcmbcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN: 

Menet.apkan · PERATURAN BUPATI TENTANO JNDIKATOR KABUPATEN 
LAYAK ANAK 

BAB! 
KETEN1lJAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemenntah Daerah adalah Bupati scba.gai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Oaerah yang memimptn pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadt kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusre 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
5. Kabupaten Layak Anakyangselanjutnya disebut KLA adalah kabupaten 

dengan siatem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan 
perhndungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, 
menyeluruh, dan berkelanjutan. 

6. KebiJakan KLA adalah pedoman penyelcnggaraa.n Kl.A bagi pemerintah 
daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak 
Anak. 

1. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAO KL.A adalah 

dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi 
clan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 
tertentu, sebagai 1natrumen dalam mewujudkan KLA 

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan manabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
kekerasan dan drakriminaai. 

dari \ 



9. Hak Anak adalah bagian dan hak asa.si manusia yangwajib di.Jamin, 
dilindungi, dan drpenuhi oleh orang tua, keluarga, masya.rakat, 
pemerintah, dan ncgara. 

10. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disebut 
AMPK adalah anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan 
dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan teriaolasi, Anak yang 
dieksploitasi eecara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika., alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya, Anak yang menjadi korban pomografi, Anak dengan HIV/ AIDS, 
Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak 
korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kcjahatan 
seksual, Anak korban jaringan terorismc, Anak penyandang 
disabilitaa, Anak korban pcrlakuan salah dan pcnelantaran, Anak 
dcngan pcrilaku sosial mcnyimpang, dan Anak yang menjadi korban 
sugmausasr dari pclabelan terkait denagn kondisi orang tuanya. 

11. Gugus Tugas Kl.A Kabupaten Pinrang adalah lembaga koordinatif di 
tingkat Kabupatcn Pinrang yang mengoordinasikan upaya kebijakan, 
program. dankcgiatan untuk mewujudkan Kabupaten Le.yak Anak. 

12. lndikator Kl.A adalah vanabel sebRga.i ukuran dan nilai dari kinerja 
tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang we.jib dicapai oleh 
Pemerintah Daerah rnelalur kebijakan, program, kegiatan dan 
pcnganggaran untuk mewujudkan KLA. 

13. Desa La yak Anak adalah deea yang menyatukan komitmen dan sumbcr 
daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pclaksanaan 
pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka 
menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak 
dari tindak kekeraaan, eksploitaai, pclecehan dan diskriminasi, dan 
mendcngar pendapat anak, yang direncanakan eecara sadar, 
menycluruhdan berkelanjutan. 

14. Ke<:amatan La.yak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen 
pemerlntah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan 
pembangunan yang berada di hngkungan kecamatan yang 
bersangkutan, dalam rangka menghormati, mcnjamin, dan memcnuhi 
hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, ekaploitasi, 
pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pcndapat anak yang 
direncanakan seca.ra sadar, mcnyeluruh dan berkelanjutan. 

15. Seko\ah Ramah Anak, yang selanjutnya disebut dcngan SRA adalah 
satuan pendidikan yang aman, bersih dan schat, peduli dan berbudaya ' 



lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhr, mengbargai hak-hak 
anak dan perlindungan anak clan kekerasan, diakriminasi, dan 
perlakuan salah lainnya serta mendukung panisipasi anak terutama 
dalarn perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan 
mekanisme pengaduan terkart pemenuhan hak dan perlindungan anak 
di brdang pendidikan. 

16. Pclayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas kesehatan yang 
dalam menjatenkan (ungsmya berdasarkan pemenuhan,perlindungan, 
dan pengha.rgaan atas hak-hak anakberdasarkan 4 (empat) prinsip 
perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 
anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup dan perkembangan 
penghargaan terhadap pendapat anak, Pelayanan Kesehatan Ramah 
Anak di faailitae kesehatan. 

17. lnfonnasi 1..ayak Anak, yang selanjutnya disebut 11,A adalah informasi 
yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan anak yang 
juga melindungi anak, tidak mengandung muatan pomografi, 
kekeraean, aadieme, radikalisme, dan tidak menggunakan anak sebagai 
bahan eksplo1tasi. 

IB. Penyetenggara.an Kl.A adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan 
pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan 
Pemerintah Daerah secara. terintegrasi di dalam merencanakan, 
menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi settap kebijakan, 
program, kegiatan untuk mencapai lndikalor Kabupaten Layak Anak. 

19. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang 
dilakuka.n Pemenntah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak 
Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

20. Forum Anak adalah organisasi 1:10sial yang mewakili suara dan 
partisipasi anak yang bersifat independen dan tidakberal'lliasi kepada 
organisasi politik. 

21. Forum Anak Daerah, yang selanjut.nya disebut FAD ada.lah wadah 
partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari 
Kelompok Anak a.tau Kelompok Kegiatan Anak atau pe�n, <Ian 

dibina oleh pemerintah, sebegar sarana menyalurkan aspirali. •uara, 
pendapat, keinginan, dan kebutuhan l\nak d"'am pl\W• 
pembangunan. 

22. Pelopor dan Pelapor, yang selanjuLnya disebut 2P ad� JlCJ'Il An&k 

untuk berkonuibusi aktif dalam berbagai upaya pem11tuh.atl hak dd 
perlindungan khusus Anak disekitamya, sena "J*'Ril ,\J)ak d,h fl\ i 



menyampaikan ha1 yang dilihat, diketahui, dipikirkan, clan dtrasakan 
terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan 
khusus Anak, yang dialami dirinya sendiri maupun orang lam,kepada 
orang dewasa yang dipercaya maupun orang lain, kepada orang dewasa 
yang dipcrcaya eerta mampu melindunginya. 

23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang &elanjutnya dreebut ABH 
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjedr korban 
tindak pidana, dan anak yang menJadi saksi tindak pidana. 

24. Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang eelanjutnya disebut KPAD 
merupakan lembaga lndependen yang dibentuk o[eh Bupati untuk 
mendukung pcngawasan penyelenggaraan perhndungan anak di 
Daerah. 

25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang 
selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi 
dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di berbegar bidang 
pcmbangunan, sena perlindungan perempuan dan anak dari berba.gai 
jenis drakrtminaai dan tindak kekerasa.n, termaauk pcrdanganan orang, 
yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. 

26. Organisasi kemasyarakatan dr bidang pcrtindungan Anak, yang 
selanJutnya discbut organisasi kemasyarakatan merupa.kan organisasi 
non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan Anak. 

27. Keadilan Restoralif adalah penyelesaian perkara t:J.ndak pidana dengan 
mehbatkan pclaku, korban, keluarga pclaku/korban dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pcmuhhan kembalt pada keadaan semula bukan 
pembalasan. 

BAB II 

MAKSUO DAN TUJUAN 

Bagian Kesa.tu 
Ma.bud 

PaMI 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalrun Pelaksanaan Kl.A di l 
Daerah. 1 



Bagian Kedua 
Tujue.n 

Pa,aJ 3 
Pclaksanaan Kl.A bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan 

Desa/Kelurahan, 
komitmen Pemerintah Daerah, Kecam.atan, 
masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam 

upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta 
memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhn dan kepentingan 
terbaik bagi anak; 

b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, 
sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, 
desa/kelurahan dan maayarakat di wilayah Oaerah dalam mew\rjudkan 
pemenuhan hak-hak anak; dan 

c, Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak 
metatur perumusan atrategi dan perencanaan pembangunan Daerah 
secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan lndikator Kl.A. 

BAB Ill 

ASAS DAN PR1NSIP 

Bagtan Kesatu - 
Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi Kl.A dilaksanakan 
berdasarkan asaa Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bagian Kedua 
Prinaip 

Pasal 5 
Prinsip pelaksanaan Kt.A melipuu: 
a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, age.ma, jcnis 

kelamin, bahasa, paham pohttk, asal kebangsaan, status ekonortu, 
kondisi lisik maupun psik1a Anak, atau faktor lamnya: 

b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik 
bagi Anak scbagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, I 



kccamatan, desa/kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan 
la.ngsung maupun tidak langsung dengan anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, 
yaitu menjamin hak untuk hJdup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan Anak semaksimal mungkin yang d1lmdungi oleh Negara, 
Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan 

d. penghargaa.n terhadap pandangan Anak, yaitu penghormatan atas hak­ 
hak anak untuk berpartieipasj dan menyatakan pendapatnya dalam 
pengambilan keputusan terutama jtka menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupan anak. 

BABIV 
RUANO UNOKUP INDIKATOR KLA 

Pasal 6 
Ruang hngkup yang diatur dalam Peratu ran Bupati ini melipun: 
a. skema pemenuhan indikator Kl.A; 
b. kelembagaan KLA; dan 
c. pendanaan. 

BAB V 
SKEMA PEMENUHAN INDJKATOR Kl.A 

Bagian Kesatu 
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 

Pasal 7 
Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebeean dilakukan dengan cara: 
a. melaksanakan layanan adminisuasi kependudukan terkait akta kelahiran 

dan memastikan agar semua Anak tennasuk AMPK memiliki Kuupan Akta 
Kelahiran dengan memperbaiki kuaHtas pelayanan akta kelahiran gratis 
serta membenkan pelayanan Kartu ldentJtas Anak; 

b. menyediakan dan memastJkan adanya ketereediaan fasilitas ILA, 
diantaranya dengan melakukan eebeger benkut: 

1. menyelenggarakan mekanisme pengawasan sistem elektronik yang 
aman, handal dan berta.nggungjawab, internet sehat, aman dancerdas 
untuk anak; 

2. menyediakan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas 

yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan 1 masyarakat dan disebarkan sesuai target khalayak; 



3. melakukan fasilitasi pemenuhan hak anak atas Ju\ yertu 
diantaranya melakukan sosialisa.,i hale anak atas 11.J\, menyediakan 
Pusat Inronnasi Saha bat Anak yang dapat diakaes oleh aemua anak 
dan gratis, program siaran ramah anak di media, program literaer 
media yang ramah anak; 

4. melakukan pelatihan Konvenar Hak Anak dan Pedoman Perilaku 
Penyraran dan Standar Program Siaran untuk SOM lcmbaga 
penyiaran; dan 

5. melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ramah 
anak dan melakukan kegiatan pembudaya.an kegemaran membeca 

c. melakukan pembinaan kelembagaan partlstpasr anak melalui fasilitasi 
pembentukan dan penguatan kapaeitas F'orum Anak, pelatihan F'orum 
Anak aebe.gai 2P dalam pembangunan sen.a melakukan fasilltasi 
penguatan kapasiras fasilitator F'orum Anak. 

Bagian l<edua 
Kla.ster Ungkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif 

Pasal 8 

Pemenuhan klaster Hngkungan keluarga dan pengeeuhan altematif dengan 
cara: 

a. melaksanakan dan mema11tikan adanya program dan kegiatan 
pencegahan perkawinan pada usia anak, dengan melakukan pendataan 
dan pencegahan perkawtnan pada usia anak, eerte melakukan pelatihan 
bagi forum anak sebagaj 2P dalam pencegahanperkawinan pada usia 
anak. 

b membentuk dan memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga, Bina 
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Lembaga Konsultaai 
Kesejahteraan Keluarga; 

c, melaksanakan standarisasi Lembaga Pengasuhan Altematir eeeuar 
Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak; dan 

d melakukan fa1ilitasi pembinaan keluarga (orang tua dan anak) agar 
memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh t kembang anak; 



Bagian Ketiga 
Klaster Kcsehatan Casar dan Kesejahtcraan 

Pasa1 9 
Pemcnuhan klastcr kesehatan dasar dan kesejahtcraan dengan cara: 
a. menyediakan layanan pcrsalinan di fasilitas kesehatan dcngan layanan 

yang ramah anak dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan 
anak; 

b. melakukan upaya pcningkatan status gizi balita dengan program dan 
kegiatan perbaikan gizi anak, pelatihan bagi Forum Anak sebaga.i 2P 
dalam Oizidan mcngupayakan pcningkatan gizi Pembenan Makan pada 
Bayi dan Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; 

e, mclakukan fasilitasi peningkatan ASI Eks!usif dan gizi anak; 
d. memberikan Iasrhtaai Ruang ASI di pcrkantoran dan ruang publik; 
e. membcrikan pc]ayanan kesehatan anak terkait dcngan imunisasi dasar 

lengkap; 

f. mengoptimalkan fallilita11 kcsehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, 
baik di puskcsmas den rumah salot umum dacrah dcngan pelayananan 
yang ramah anak; 

g. fasilitasi akses pcningkatan kcsejahteraan bagi anak keluarga mis.kin; 
h. mclakukan fasilitasi pcningkatan kualitas air min um bagi Ru mah Tangga 

dcngan aluies rur minum dan sanitasi yang Layak, dengan cara 
meningkatka.n pclaya.nan air minum melalui penyediaan air minum 
bcrbasis masyara.kat; 

i, mcnyediakan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan lklan, Promosi dan 
Sponsor Rokok, sesuai pcraturan pcrundang- undangan yang berlaku; 
dan 

j. mclakukan pclatihan Konvensr Hak Anak bagi tcnaga kesehatan; 

Bagian Kccmpat 
Klaster Pcndidikan, Pcmanfaatan Waktu Luang dan Kcgiatan Budaya 

Pesa! 10 

Pcmcnuhan klastcr pendidikan, pcmanfaatan waktu luang dan kcgiatan 
budaya dengan care: 

a. menyclenggarakan, mengembangkan dan mcnguatkanPengcmbangan 
Anak Usia Dini Ho!istik dan lntegratif; 

b. mcnyusun kcbijakan wajib belajar 12 (dua belas) 
mcningkatkan partisipasi anak atas hak pendidrkan; 

tahun dan t 



c. mclakukan fasilitasi pc!aksanaan kcbijakan SRA drseuap jcnjang 
pendidikan dalam rangka pcmcnuhan hak anak atas pcndidikan, sen.a 
pemantauan dan evaluasi SRA; 

d. mcmbangun sekolah dcngan rutc arnan sclamat kc dari sckolah, dan 
mclakukan kampanye scrta sosialisasi tenib aman dan selamat di jalan; 

e. mewujudkan dan memfasilitasi penyedran lnfrastruktur Ramah Anak di 
sekolah maupun ruang publik diantamnya adalah memiliki Ruang Bermain 
Ramah Anak; 

t. melakukan fasihtasi kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatifyang ramah 
anak, dan mclakukan fasilitasi bagi anak, forum anak, remaja dalam 
pcningk.etan ketrampilankreativitas scni, budaya dan ekcnonu kreatrf dan 

g. melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi Pend1dik dan Tenaga 
Kependidikan scrta bagi pcngiat kegiatan budaya. 

Bagian Kelima 
Klaster Perlindungan Khusus Anak 

Pasal 11 
Pemenuhan klaster pcrlindungan khusus Anak dengan cara: 

a. memberikan pclayanan bag, anak korban kckerasan dan pcnela.ntaran, 
melalui fasilita11 kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada 
anak, serta mcmbcntuk PATBM; 

b. melakukan fasilitasi pelayanan dan Perlmdungan Anak bagi ABH, Anak 
penyandang disabilitas, Anak kelompok minoritas dan teMsolasi, Anak 
dengan peMlaku sosial menyimpang, Anak korban Jaringan terorisme, dan 
Anak korban stigmatisasi akibat dari pclabelan terkait dengan kondisi orang 
tuanya: 

c. memberikan pclayanan bagi Anak korban bencana dan konflik diantaranya 
fasilitas bagi anak korban bencana dan konfhk sesuai dengan kebutuhan 
dan kepentingan terbaik bagi anak dan melakukan pclatihan Konvensi 
Hak Anak kcpada sumbcr daya manusia untuk mitlgasi dan antisipasi 
situasi bencana bagi anak; 

d. melakukan pencegahan dan pcnanganan pekerja anak dan bentuk-bcntuk 
pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTAJ; 

e. melakukan pclatihan bagi lcmbaga layanan penanganan anak korban 
kekeraean, anak korban pomografi, NAPZA, dan anak dengan HIV/ AIDS; 

f. memberikan fasilitasi pelayanen bagi anak korban Pomografi, NA.P'ZA dan ! terinfeksi HIV/ AIDS sesuai standar pe\ayanan; dan 
\ 



g. melakukan pencegahan pornografi pada Anak dengan melatih SOM 
tenaga pendidikan, mund, orang tua dan masyarakat terkait dengan 
parenting di era digital dan cerdaa berintemet. 

BAB VI 
KELEMBAOAAN KLA 

Bagian Kesatu 
Penguatan Kelembagaan 

Pas.al 12 

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan: 
a. adanya peraturan penmdang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan 

hak anak; 

b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, tennasuk anggaran 
untuk penguatan kelembagaan, 

c, jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan 
kegiatan yang mendapatkan masukan dan Forum Mak dan kelompok 
anak lainnya; 

d. tcrsedia SDM terlatih k!aster hale anak dan mampu menerapkan hale anak 
ke dalam kebijllkan, program, dan kegiatan; 

e. ter&edia data anak terpilah menurutjenis kelamin, umur, dan kecamatan; 
r. keterlibatan \embaga masyarakat dalam pemenuhan hale anak; dan 
g. keterlibatan duma uaaha dalam pemenuhan hak anale. 

Bagian Kedua 
Gugus Togas KI.A 

Pas.al 13 
( I) Gugus Togas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
{2) Susunan keanggotaan Gugua Togas KL.A paling sedikit terdiri atas: 

a. ketua; 
b. wakil ketua; 
c. sekretans; 

d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Kl.A yang terdiri atas: 
1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan; 
2. koordinator sub gugus tugas klaster hak siptl dan kebebasan; 
3. koordinator sub gugus tugaa klastcr tingkungan keluarga dan 

pengasuhan alternatif; 

• koordinator sub gugus 
lutfWtjahten1.11.n; 

tugas klaster kesehatan dasar dan t 



5. kocrdmator- sub gugus tu gas klaster pendidikan, pcmanfaatan waktu 
luang, dan kegia.tan budaya; 

6. koordinator sub gugus tu gas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan 
7. koordinator sub gugus tugas tmgkat kecamatan dan 

dcsa/kelurahan. 
(3) Ougua Togas KLA mempunyai tugas: 

a. mcngoordinasikan dan menyinkronkan pcnyusunan RAD KLA; 
b. mengoordinasikan mobilisasi sumbcr daya, dana, dan sarana dalam 

rangka pcnyelenggaraan KLA; 

c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, 
dan cdukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA; 

d. melaksanakan pcmantauan dan cvaluasi penyelenggaraan KLA; dan 
e. menyuaun laporan penyclcnggaraan KLA kepada Bupati secara berkala. 

Bagian Kettga 

KPAD 

Pasai 14 

{I) Pertanggungjawaban umum KPAD dilakukan kepada Bupan mcla1ui Dinas 
Peng:cndalian Penduduk, Ketuarga Bercncana, Pemberdayaan Percmpuan, 
dan Perlindungan Anak Da.erah. 

(2) KPAD mempunyai tugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak 
anak di daerah; 

b. membenkan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan 
kebijakan tenlang penyelenggara.an perlindungan anak; 

c. mengumpulkan dala dan informaS1 mengcnai perlindungan anak di 
Daerah; 

d. menerima dan melakukan penelaahan alas pengaduan masyarakat 
mengenai pelanggaran hak anak di Daerah; 

e. melakukan mediasr ataa scngketa pelanggaran Hak Anak; 
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyllnlkat di 

brdang pcrlindungan Anak; dan 

g. memberikan laporan kepada pihak bcrwajib tentang adanya dugaan 
pclanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak 

(3) Susunan organisasi KPAD terdiri dari. 
a. ketua merangkap anggota; 
b. aekrctaris merangkap anggota; dan 
c. 5 (lima) orang anggota. t 



Bagian Kcempat 
FAD 

Pasal 15 
fl) FAD mempunyai peran: 

a. scbagai 2P; dan 

b. Melalui partiaipasi Anak dalam perencanaan pembangunan. 
(2) Peran FAD sebagai pelopor dan pelapor dilaksanakan dengan 

memperhatikan kepenungan terbark be.gi anak serta memaatikan 
perlindungan untuk anak dalam mcnjalankan perannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undanga.n. 

(3) Alat kelengkapan FAD terdin atas: 
a. pembina; 

b. pendamping; 
c. fasilitator; 
d. pengurus; dan 

e. anggota. 

Bagian Kelima 
1'2TP2A 

Pasal 16 
P2TP2A tetap melaksanakan tugas hingga Unit Pelaksana Tekms Dacrah 
Pcrlindungan Perempuan dan Anak ditctapkan. 

Bagum Kcenam 
Orgarusasi Kemasyarakatan 

Paaal 17 
(I) Organiaasi kemasyarakatan berperan dalam pcncegahan dan/atau 

penanganan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. 

(2) De.lam mclakaanakan peran, crganiaasi kemasyarakatan perlu 
berkoordinasi dengan perangl<at daerah yang membidangi pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 

BAB Vil 

PENDANAAN 

Pasal 18 

Pendanaan dalarn rangka implementasi KL.A dalam Peraturan Bupati mi 
bersumber dari: 

a anggA.ran pendapaUUl dan belanja daerah; dan/at.iu 

b. sumber lain yang 88.h eeeuer dengan Peraturan Pcrundang-Undangan. t 



•• 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditctapkan di Pinrang 
pada tanggal, »-� �n 
BUPATI PINRANO 

!�MID 

di Pinrang 

DAERAH KABUPATEN PJNRANG 

A. CA 

BE RITA 
KER RANG 

AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 5bTNIUW� 
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